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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

o 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar’Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007
Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2010 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 2/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/C);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2012 Nomor 1/B);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Nomor 6).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyuwangi berupa laporan keuangan memuat:

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Neraca;

Laporan Arus Kas;

. Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Mo 00T

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 2.418.962.318.839,03
b. Belanja (Rp.2.299.307.896.458,18)
Surplus/ (defisit) Rp. 119.654.422.380,85

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 227.693.037.693,66

- Pengeluaran (Rp. 12.900.000.000,00)

Pembiayaan Netto Rp. 214.793.037.693,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 334.447.460.074,51

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.76.484.137.757,28) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 2.342.478.181.081,75
b. Realisasi Rp. 2.418.962.318.839,03
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 76.484.137.757,28)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja & transfer sejumlah
Rp.257.960.972.317,23 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja
setelah perubahan Rp. 2.557.268.868.775,41
b. Realisasi Rp. 2.299.307.896.458,18
Selisih lebih/(kurang) Rp. 257.960.972.317,23




(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp.334.445.110.074,51) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit

setelah perubahan (Rp. 214.790.687.693,606)
b. Realisasi Rp. 119.654.422.380,85
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 334.445.110.074,51)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp.2.350.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah Perubahan  Rp. 227.690.687.693,66
b. Realisasi Rp. 227.693.037.693,66
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 2.350.000,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 12.900.000.000,00
b. Realisasi Rp. 12.900.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
(Rp2.350.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto

Setelah perubahan Rp. 214.790.687.693,66
b. Realisasi Rp. 214.793.037.693,66
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 2.350.000,00)

(7) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) sejumlah (Rp.334.447.460.074,51) dengan
rincian sebagai  berikut :

a. Anggaran SILPA

Setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 34.447.460.074,51
Selisih lebih/(kurang) (Rp 334.447.460.074,51)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp. 3.120.680.762.563,88

b. Jumlah kewajiban Rp. 9.124.999.134,34

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3.111.555.763.429,54
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruc c
untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2014 sebagai
berikut:

a. Saldo Awal Kas Di BUD Rp. 212.997.805.598,09
b. Arus kas bersih

dari aktivitas operasi Rp. 617.975.170.902,00
c. Arus kas bersih

dari aktivitas investasi (Rp. 534.222.352.859,73)
d. Arus kas bersih

dari aktvitas pendanaan Rp. 12.350.000,00
e. Arus kas bersih

dari aktivitas transitoris Rp. 1.914.610,00

f. Saldo Akhir Kas Di BUD Rp. 296.764.888.250,36



g. Saldo Akhir Kas Di Bendahara

Pengeluaran Rp. 4.480.390,00
h. Saldo Akhir Kas Di BLUD Rp. 28.686.736.434,31
i. Kas Lainnya Rp. 9.272.033.923,84
i. Kas Di Bendahara Penerimaan Rp. 1.868.800,00
j- Saldo Akhir Kas
per 31 Desember 2013 Rp. 334.730.007.798,51
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2014 sebagai
berikut:

a. Pendapatan Rp.2.490.137.243.117,23
b. Beban (Rp.1.985.973.132.297,99)
c. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Operasional Rp. 504.164.110.819,24
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional (Rp. 208.949.196,82)
e. Surplus/Defisit Laporan

Operasional Rp. 503.955.161.622,42

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir
sampai 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 227.680.687.693,66

b. Penggunaan SAL Rp. 227.680.687.693,66

c. SILPA Rp. 334.447.460.074,51

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 334.447.460.074,51
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2014
sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp.2.603.468.710.212,44
b. Surplus/Defisit LO Rp. 503.955.161.622,42
c. Dampak Kumulatif Perubahan

d. Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 4.131.891.594,68
e. Ekuitas Akhir Rp.3.111.555.763.429,54

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;



Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi, Pendapatan, Belanja  dan
Pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;
Lampiran [.5 : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran [.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran [.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran [.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

Lampiran [.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan @ Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

Lampiran [.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah dan;

Lampiran [.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV  : Laporan Operasional

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI  : Laporan Perubahan Ekuitas

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari:

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.1
dan VIII.2 Peraturan Daerah ini;

b. Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.3
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI BANYUWANGTI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER 202-4/2015

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan

—

HAGNENGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina"!‘ingkm '
NIP. 19650828 199703 2 002



LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor  :04 Tahun 2015
Tanggal 22 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah) HAL : 1/6

No. Uraian Ref. Anggaran 2014 Realisasi 2014 % Realisasi 2013

1 | PENDAPATAN 5.2.1

2 PAD 5.2.1.1

3 Pajak Daerah 69.440.753.110,00 94.133.355.279,62 | 135,56 65.939.965.334,00
4 Retribusi Daerah 64.340.151.940,00 67.276.765.522,00 | 104,56 28.650.551.431,00
5 gﬁ)si!;i’;%eb'aa” Kekayaan Daerah yang 15.929.867.000,00 15.562.622.841,37 | 97,69 14.141.339.289,58
6 Lain-Lain PAD yang Sah 75.398.071.303,75 106.515.959.538,04 | 141,27 74.504.021.367,28
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 225.108.843.353,75 283.488.703.181,03 | 125,93 183.235.877.421,86




(Dalam Rupiah) HAL : 2/6

No. Uraian Ref. Anggaran 2014 Realisasi 2014 % Realisasi 2013

8 PENDAPATAN TRANSFER 5.2.1.2

9 ;Z?n?:;a;nI;earrr:erintah Pusat - Dana 521924

10 Dana Bagi Hasil Pajak 42.762.852.388,00 47.957.905.245,00 | 112,15 50.239.465.154,00
11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 43.171.504.646,00 37.117.104.474,00 | 85,98 32.132.922.072,00
12 Dana Alokasi Umum 1.254.496.229.000,00 1.254.496.229.000,00 | 100,00 1.154.495.171.000,00
13 Dana Alokasi Khusus 64.053.640.000,00 48.040.230.000,00 | 75,00 76.997.760.000,00
14 ‘;‘;':i‘r'::‘ga';:,:ﬂa(ﬁ%tz‘ dﬂrg)"s“er Dan 1.404.484.226.034,00 1.387.611.468.719,00 | 98,80 1.313.865.318.226,00
15 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.21.2b

16 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
17 Dana Penyesuaian 292.405.155.949,00 304.287.104.000,00 | 104,06 293.368.228.000,00
18 Pont Loy (o sl omerintan 292.405.155.949,00 304.287.104.000,00 | 104,06 293.368.228.000,00
19 Transfer Pemerintah Provinsi 521.2c

20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 141.941.014.556,00 161.298.343.868,00 | 113,64 95.561.380.266,00
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Transfer Pemerintah Provinsi 135.896.253.200,00 135.820.424.300,00 | 99,04 30.616.220.500,00
23 ‘;;‘d"‘z';)h Transfer Pemerintnah Provinsi (20 277.837.267.756,00 297.118.768.168,00 | 113,64 126.177.600.766,00
24 Total Pendapatan Transfer (14+18+23) 1.974.726.649.739,00 1.989.017.340.887,00 | 100,72 1.733.411.146.992,00
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25 LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5213

26 Pendapatan Hibah 142.642.687.989,00 146.456.274.771,00 102,67 411.010.663,00
27 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
29 ‘;;‘dmz'g)h Lain-Lain Pendapatan yang Sah (26 142.642.687.989,00 146.456.274.771,00 | 102,67 411.010.663,00
30 JUMLAH PENDAPATAN (7+24+29) 2.342.478.181.081,75 2.418.962.318.839,03 103,27 1.917.058.035.076,86
31 BELANJA 5.2.2

32 BELANJA OPERASI 5.2.21

33 Belanja Pegawai 1.252.168.914.744,00 1.147.862.041.953,09 91,67 1.049.837.632.185,00
34 Belanja Barang 469.610.400.086,00 436.431.864.175,36 92,93 257.770.995.465,67
35 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja Hibah 92.992.383.649,00 72.860.137.523,00 78,35 94.690.869.952,00
38 Belanja Bantuan Sosial 10.724.020.000,00 10.026.215.000,00 93,49 11.270.125.000,00
39 Belanja Bantuan Keuangan 75.800.000.000,00 70.409.219.909,00 92,89 66.855.441.390,00
40 Jumlah Belanja Operasi (33 s/d 39) 1.901.295.718.479,00 1.737.589.478.560,45 91,39 1.480.425.063.992,67
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41 BELANJA MODAL 5222

42 Tanah 10.507.215.100,00 2.514.349.480,00 23,93 220.436.250,00
43 Peralatan dan Mesin 93.096.308.463,00 80.851.028.986,00 86,85 74.513.020.075,00
44 Gedung dan Bangunan 149.480.778.162,00 116.190.878.084,50 77,73 121.900.264.947,00
45 Jalan, Irigasi dan Jaringan 378.653.293.458,00 353.899.970.772,23 93,46 205.771.414.938,00
46 Aset Tetap Lainnya 16.782.119.157,00 5.090.449.825,00 30,33 2.455.066.800,00
47 Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47) 648.519.714.340,00 558.546.677.147,73 86,13 404.860.203.010,00
49 BELANJA TIDAK TERDUGA 5223

50 Belanja Tidak Terduga 4.029.435.956,41 0,00 0,00 0,00
51 Jumlah Belanja Tak Terduga (50) 4.029.435.956,41 0,00 0,00 0,00
52 JUMLAH BELANJA (40+48+51) 2.553.844.868.775,41 2.296.136.155.708,18 89,91 1.885.285.267.002,67
53 TRANSFER

54 TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA 5224

55 Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00
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56 Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa 3.424.000.000,00 3.171.740.750,00 92,63 1.023.802.850,00
57 Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
58 i’sus"l'/':;'.,{RANSFER’ BAGI HASIL KE DESA 3.424.000.000,00 3.171.740.750,00 | 92,63 1.023.802.850,00
59 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (52+58) 2.557.268.868.775,41 2.299.307.896.458,18 89,91 1.886.309.069.852,67
60 SURPLUS/DEFISIT (30-59) (214.790.687.693,66) 119.654.422.380,85 | (55,71) 30.748.965.224,19
61 PEMBIAYAAN
62 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.2.3.1
63 Penggunaan SILPA 227.680.687.693,66 227.680.687.693,66 100,00 201.772.632.469,47
64 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
o gﬁ)si,gaiir;j:alan Kekayaan Daerah yang 0,00 0.00 0.00 0.00
66 Pinjaman dalam Negeri 10.000.000,00 12.350.000,00 0,00 159.090.000,00
67 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Jumlah Penerimaan (63 s/d 67) 227.690.687.693,66 227.693.037.693,66 100,00 201.931.722.469,47
69 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 59232
70 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 0,00 0.00 0.00 0.00

72

Pemerintah Pusat
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73 Pembayaran Utang Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Zemberian Pinjaman Kepada Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00

egara

75 Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah

76 Pembenan_ Pinjaman Kepada Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Lainnya

77 Jumlah Pengeluaran (70 s/d 76) 12.900.000.000,00 12.900.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00

78 PEMBIAYAAN NETO (68-77) 5.2.3 214.790.687.693,66 214.793.037.693,66 100,00 196.931.722.469,47

79 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60+78) 0,00 334.447.460.074,51 227.680.687.693,66

Sesuai dengan aslinya

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

Asisten Administrasi Pemerintahan

HAGNENGESTI SRIREDJEKI, S.H., MM.

Pembina"l‘ingkm '
NIP. 19650828 199703 2 002




